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WARDANI SIREGAR 

Indonesia merupakan Negara hukum hal ini sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk 
patuh dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku,Tindak pidana 
pencurian merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang melatarbelakangi seseorang 
melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya tingkat pendapatan yang 
tergolong rendah yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh 
tingkat pendidikan yang rendah dari pelaku tindak pidana pencurian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis 
normatif, yaitu meneliti dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
Penelitian ini bersifat deskriftif analitis yaitu penelitian yang 
menggambarkan, menelaah, menjelaskan, serta menganalisa peraturan 
perundang-undangan dan menggunakan pendekatan yuridis normative 
untuk menelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid.B/2019/PN.Mdn. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengaturan hukum 
mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur di dalam 
Pasal 363 KUHPidana, adapun tindak pidana pencurian dengan unsur-
unsur yang memberatkan atau gequalificeerde distal yang mana 
perbuatan pencurian tersebut telah diatur kualifikasinya oleh pembentuk 
undang-undang. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pencurian dengan pembertan akan dikenakan delik  pencurian  dengan 
pemberatan (gequalificeerde  diefstal) sebagaimana diatur dalam Pasal 
365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, Hakim berpendapat bahwa perbuatan 
terdakwa Niksar Sitorus terbukti melanggar ketentuan Pasal  363 ayat (1) 
Ke-4e, 5e KUHPidana, sehingga Terdakwa Niksar Sitorus diberikan 
hukuman yang pada pokokonya menyebutkan bahwa Terdakwa Niksar 
Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana 
dalam Dakwaan Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. 

Kesimpulan dari penelitian ini, pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana 
Pencurian dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) 
KUHPidana dengan ancaman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Terhadap 
pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikenakan Pasal 363 
KUHP sebagaimana alasan pemberat diberikan apabila pencurian 
tersebut sesuai dengan kategori yang tercantum di dalam pasal tersebut. 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah 
melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4e, 5e KUHPidana 
KUHPidana karena terbukti melakukan pencurian secara bersama-sama 
dan dengan cara merusak sehingga dihukum 5 (lima) tahun penjara. 
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